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PENETAPAN 

Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Klp  

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai 

Gugat antara: 

PENGGUGAT, NIK 6207016510910004, tempat dan tanggal lahir Kuala 

Pembuang, 25 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan terakhir 

SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, 

Kabupaten Seruyan, sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal  lahir Samuda, 11 Juli 1983, agama 

Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh bangunan, 

tempat tinggal di, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan 

Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan 

Nomor 0103/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 7 September 2020 telah mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 

tanggal 20 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Urusan Agama Kecamatan Mentawa Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin 

Timur Nomor : XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 November 2015; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kediaman bersama di Desa Samuda, Kecamatan Metawa Hilir 

Selatan, Kabupaten Kotwaringin Timur, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 

kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Kuala 

Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang 

lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di 

Jalan Diponegoro, RT. 27, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang I, 

Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 6 

(enam) bulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Jalan 

Diponegoro, RT. 27, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan 

Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama pernikahan tersebut 

Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami 

istri (ba’da dukhul), namun belum dikaruniai anak; 

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang penyebabnya antara lain: 

3.1. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan Terhadap Penggugat;  

3.2. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras; 

3.3. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat; 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan 

bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah 

pisah ranjang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada 

hubungan lahir dan batin; 

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada 

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina 

rumah tangga;  

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Disclaimer
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7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya 

sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini. 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut :  

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDAIR: 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan 

Tergugat hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian 

dengan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan 

Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil; 

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan 

kesepakatan dan persetujuan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk 

seorang hakim sebagai mediator yakni Riduan, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 

0103/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 16 September 2020 dan berdasarkan laporan 

hasil mediasi tertanggal 16 September 2020, mediasi yang dilaksanakan berhasil 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak sepakat untuk rukun 

kembali membina rumah tangga; 

Bahwa atas hal tersebut, dalam persidangan tanggal 23 September 2020 

Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginan untuk mencabut perkara ini 

karena telah rukun kembali; 

Disclaimer
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis 

Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang 

perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat 

disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang 

dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten 

Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk 

kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang 

berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara ini; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, 

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan belum pernah bercerai, maka sejalan dengan maksud 

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan 

Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak 

dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi 

dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum 

Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (in 

person) telah hadir di depan persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar 

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Persidangan, upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan 

mediator hakim bernama Riduan, S.H.I. sesuai dengan Penetapan Nomor 

0103/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 16 September 2020 dan berdasarkan laporan 

hasil mediasi tertanggal 16 September 2020, mediasi yang dilaksanakan berhasil 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak sepakat untuk rukun 

kembali membina rumah tangga; 

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2020, 

berdasarkan hasil mediasi, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan 

pencabutan perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum 

proses jawab menjawab, maka tidak diperlukan lagi persetujuan Tergugat, dengan 

demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 

Rv.; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan 

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 
 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 

0103/Pdt.G/2020/PA.Klp dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp316.000,00 (tiga 

ratus enam belas ribu rupiah). 
 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 23 

September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah, oleh 

kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan 

Eko Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan 

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh           

M. Misbahul Ulum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat 

dan Tergugat. 

 

Hakim Anggota I, 

Ttd 

Dedi Jamaludin, Lc. 

Ketua Majelis, 

Ttd 

Roni Fahmi, S.Ag., M.A. 
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Hakim Anggota II, 

Ttd 

Eko Apriandi, S.H. 

 

      Panitera Pengganti, 

Ttd 

M. Misbahul Ulum, S.H.I. 

 

Perincian biaya: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00 

2. Biaya Proses  : Rp  50.000,00 

3. Biaya Panggilan  : Rp200.000,00 

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp  20.000,00 

5. Biaya Redaksi  : Rp  10.000,00 

6. Biaya Meterai  : Rp    6.000,00 

Jumlah   : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) 
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